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PUTUSAN
Nomor 115/Pdt.G/2024/PA Llg.

FI
A T‘fvjj\ f\ 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat
pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara :

XXX, Nomor linduk Kependudukan (NIK) xxx, Tempat /Tanggal Lahir, Xxx,
umur 24 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, Tempat
Tinggal Xxx Provinsi Sumatera Selatan, yang
dalam hal ini memberikan kuasa Yusuf
Rachmadi, S.H,, Berkewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat Kantor Advokat
& Bantuan Hukum YUSUF RACHMADI, S.H.,
& PARTNER yang berkedudukan/alamat di Xxx
Kota Lubuklinggau, alamat elektronik xxx,
Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 09
Januari 2024, yang telah terdaftar di register
kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau
tanggal 22 Januari 2024 Nomor xxx. LLG,
Selanjutnya mohon disebut sebagai
Penggugat ;

Lawan
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XXX, NIK xxx, Tempat /Tanggal Lahir Xxx (35 Tahun), Jenis Kelamin Laki-

Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama, Islam,
Pendidikan S1, Pekerjaan karyawan honorer,
bertempat tinggal di Xxx Kabupaten Musi
Rawas Provinsi Sumatera Selatan Selatan,
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama Lubuklinggau;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau
Nomor 115/Pdt.G/2024/PA Llg. tanggal 22 Januari 2024 tentang
Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili serta
memutuskan perkara tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh
Penggugat;

- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat
di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

10 Januari 2024,, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Agama Lubuklinggau dengan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA Llg tanggal 22

Januari 2024 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2017 dan
dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten
Musi Rawas, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxTertanggal 18
September 2017

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di orang tua Penggugat di Xxx Provinsi Sumatera
Selatan selama 5 Tahun
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3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan tergugat telah

berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai

keturunan

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat
berjalan dengan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 Tahun,
namun setidaknya sejak januari tahun 2022 ,rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya

antara lain :

e Bahwa Tergugat divonis oleh dokter Impotensi sehingga tidak dapat

memberikan keturunan

5. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan tergugat terjadi
pada bulan September tahun 2022 yang mana Tergugat berbicara
secara lisan berbicara langsung kepada ayah penggugat mengucapkan
kata talak cerai dikarenakan tidak mampu memberikan keturunan dan
diiyakan oleh ayah penggugat sehingga setelah selesai mengucapkan
kata talak tersebut Tergugat pergi meninggalkan penggugat pulang
kerumah orang tua tergugat yang beralamat di Xxx Kabupaten Musi
Rawas Provinsi Sumatera Selatan semenjak saat itu antara Penggugat

dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri

6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat
tinggal/rumah selama kurang lebih 1 Tahun 4 Bulan sampai

sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah bersabar dan mencoba memusyawarahkan dengan
keluarga Tergugat dan pemerintah setempat untuk mencari penyelesaian

dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak
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membuahkan hasil. Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran
yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu
ikatan perkawinan dan Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat
badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai suamifistri, telah memenuhi unsur pasal Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
pasal 19, Jo. Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam,Jo.
SEMA No. 1 Tahun 2022 Rumusan C Pasal 1 Huruf (b) 1 dan 2 sehingga

berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan
tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang

amarnya sebagai berikut:
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (Xxx) Terhadap

Penggugat (Xxx)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :
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Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yusuf Rachmadi, S . H.,
Berkewarganegaraan indonesia, Pekerjaan Advokat Kantor Advokat &
Bantuan Hukum YUSUF RACHMADI, S.H., & PARTNER yang
berkedudukan/alamat di Xxx Kota Lubuklinggau, alamat elektronik xxx,
Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Desember 2023, telah
dipanggil sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan di Pengadilan
secara elektronik, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah
hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Penggilan dilakukan
telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau dengan Surat Tercatat
tertanggal 23 Januari 2024, selanjutnya berdasarkan Tracking (pelacakan)
dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah
disampaikan langsung kepada pihak Tergugat tanggal 26 Januari 2024 dan
ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-
sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata
tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya

perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran dari pihak
Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas
dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadirnya Tergugat tersebut di
persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dilanjutkan
dengan pembuktian, dan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Pe
nggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxTertanggal xxx, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx
Kabupaten Musi Rawas, lalu Hakim Tunggal memeriksa bukti surat
tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah

bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis sebagaimana tersebut di a
tas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya ke persidangan
yakni masing-masing bernama :

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan
SD, bertempat tinggal di  Xxx, Kabupaten Musi Rawas, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah

pada tanggal 18 September 2017;
Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

telah mempunyai anak 2 orang;
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Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis selama

5 tahun, dan setelah itu Januari 2022 kemudian mulai terjadi
ketidakharmonisan;

Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat divonis oleh dokter Impotensi
sehingga tidak dapat memberikan keturunan, dan puncak
dari percekcokan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada
bulan September tahun 2022 yang mana Tergugat berbicara
secara lisan berbicara langsung kepada ayah penggugat
mengucapkan kata talak cerai dikarenakan tidak mampu
memberikan keturunan dan diiyakan oleh ayah penggugat
sehingga setelah selesai mengucapkan kata talak tersebut
Tergugat pergi meninggalkan penggugat ;

Bahwa, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok
sebanyak karung lebih 3 kali;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1
tahun 4 bulan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat agar
rukun lagi tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan
Tergugat;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

2. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani,
bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Musi Rawas, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan kenal dengan

Tergugat;
Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah

pada tanggal 18 September 2017,
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Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat

telah mempunyai anak 2 orang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam rumah hidup harmonis selama
5 tahun, dan setelah itu Januari 2022 kemudian mulai terjadi
ketidakharmonisan;

Bahwa, penyebab terjadi perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat divonis oleh dokter Impotensi
sehingga tidak dapat memberikan keturunan, dan puncak
dari percekcokan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada
bulan September tahun 2022 yang mana Tergugat berbicara
secara lisan berbicara langsung kepada ayah penggugat
mengucapkan kata talak cerai dikarenakan tidak mampu
memberikan keturunan dan diiyakan oleh ayah penggugat
sehingga setelah selesai mengucapkan kata talak tersebut
Tergugat pergi meninggalkan penggugat ;

Bahwa, saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok
sebanyak karung lebih 3 kali;

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1
tahun 4 bulan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diberikan nasihat agar
rukun lagi tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan
Tergugat;

Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan
bukti-bukti lainnya selaian dari bukti-bukti yang telah diajukannya
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan

kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan
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tetap ingin bercerai dari Tergugat dan Penggugat mohon kepada Hakim

Tunggal agar dapat memutus perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini,
ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan
dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;
Tentang Legal Standing Penggugat dan Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Hakim Tunggal terlebih
dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan
Tergugat, yakni apakah berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum
yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal sta
nding) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode “P” yang
diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
xxxTertanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Musi Rawas, selaku Pegawai
Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai
dengan ketetuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memen
uhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode “P” ini adalah
merupakan bukti otentik (sah) yang di dalamnya menjelaskan tentang hal ya
ng relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni
tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh
karenanya bukti tertulis dengan kode “P” ini juga telah memenuhi syarat
materil sebagai alat bukti, sehingga oleh karenanya bukti yang diajukan oleh
Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah

dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan
hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku sejak tanggal 18 September 2017, sehingga oleh karenanya
Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh
karenanya pula Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum)
untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan
Agama Lubuklinggau ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah
memberikan kuasa kepada Yusuf Rachmadi, S . H., Berkewarganegaraan
indonesia, Pekerjaan Advokat Kantor Advokat & Bantuan Hukum YUSUF
RACHMADI, S.H., & PARTNER yang berkedudukan/alamat di Xxx Kota
Lubuklinggau, alamat elektronik xxx, Berdasarkan Surat Kuasa khusus
tanggal 26 Desember 2023, maka terhadap pemberian kuasa ini Majeis
Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 26
Desember 2023 dan surat gugatan dibuat oleh Kuasa Hukum tanggal 02
Januari 2024, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama pihak
Penggugat, pihak penerima kuasa, pihak Tergugat serta telah menyebutkan
jenis perkara serta menyebut pula nama Pengadilan Agama dimana perkara
a quo diajukan, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 6 Tahun 1994 dan hal-hal yang dikuasakan kepada penerima
kuasa adalah hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa
dipersidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersipat memberatkan ataupun
merugikan pemberi kuasa, sehingga pemberian kuasa ini dinilai telah
memenuhi syarat pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kompetensi
Penerima Kuasa sebagai kuasa hukum, maka penerima kuasa telah
melampirkan/memperlihatkan fotokopi dan aslinya berupa Berita Acara
Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dengan No. xxx tanggal 08 Oktober

2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18
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Tahun 2003 tentang Advokat, serta telah pula memperlihat fotokopi dan

aslinya Kartu Tanda Anggotan Advokat Indonesia yang masih berlaku
sampai 2025, sehingga oleh karenanya kapasitas Kuasa Hukum dalam
perkara a quo dinilai mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat
dalam persidangan perkara a quo;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-
sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya
perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di
Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadiran dari pihak
Tergugat tersebut;

Tentang Ketidakhadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Penggilan dilakukan
telah disampaikan kepada Kantor Pos Lubuklinggau dengan Surat Tercatat
tertanggal 23 Januari 2024, selanjutnya berdasarkan Tracking (pelacakan)
dari Kantor Pos Lubuklinggau bahwa surat panggilan tersebut telah
disampaikan langsung kepada pihak Tergugat tanggal 26 Januari 2024, dan

ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan;
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Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut tersebut tidaklah hadir di persidangan, sehingga oleh karenanya
ketidakhadiran Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping perkara a quo diperiksa tanpa
hadirnya pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1)
Rechtreglement Buitengewesten (RBg) gugatan Penggugat harus pula
diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat tersebut (verstek);

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg
(Rechtreglement Buitengewesten) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu
hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak
atau peristiwa itu” oleh karena itu Hakim Tunggal memerintahkan pada
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian
maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena
ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (lex
specialis) dari ketentutan yang bersipat umum (lex generalis) yakni Pasal
172 ayat 1 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua
orang saksi yang Hakim Tunggal akan pertimbangkan berikut ini;
Pertimbangan Alasan Perceraian
Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat divonis oleh dokter
Impotensi sehingga tidak dapat memberikan keturunan, dan puncak dari

percekcokan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September
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tahun 2022 yang mana Tergugat berbicara secara lisan berbicara langsung

kepada ayah penggugat mengucapkan kata talak cerai dikarenakan tidak
mampu memberikan keturunan dan diiyakan oleh ayah penggugat sehingga
setelah selesai mengucapkan kata talak tersebut Tergugat pergi
meninggalkan penggugat dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang
telah berjalan selama lebih dari 1 tahun 4 bulan;
Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama adalah saksi yang
sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di
bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang
yang terhalang untuk menjadi saksi, sehingga oleh karananya status dari
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal
175 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg);
Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama tersebut di
atas adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat d
alam gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan
dialami sendiri oleh saksi serta hal tersebut relevan dengan dalil-dalil yang
harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan dari saksi
tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai suatu pembuktian
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Rechtreglement Buitengewesten
(R.Bg), sehingga oleh karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah
memiliki kekuatan pembuktian serta dapat diterima sebagai alat bukti di
persidangan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama
Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya
tidak harmonis;
2. Bahwa penyebab terjadi percekcokan antara Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat divonis oleh dokter Impotensi sehingga
tidak dapat memberikan keturunan, dan puncak dari percekcokan

antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September
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tahun 2022 yang mana Tergugat berbicara secara lisan berbicara

langsung kepada ayah penggugat mengucapkan kata talak cerai
dikarenakan tidak mampu memberikan keturunan dan diiyakan
oleh ayah penggugat sehingga setelah selesai mengucapkan
kata talak tersebut Tergugat pergi meninggalkan penggugat ;

3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih
kurang 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat kedua adalah saksi
yang sudah dewasa dan telah hadir di persidangan dengan memberikan
keterangan di bawah sumpahnya dan dirinya tidak pula terhalang untuk menj
adi seorang saksi, sehingga oleh karenanya saksi tersebut telah memenubhi
syarat formil sebagai seorang saksi sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Pasal Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 Rechtreglement
Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat kedua tersebut di at
as adalah berkaitan langsung dengan alasan yang didalilkan Penggugat dala
m gugatan Penggugat, yang merupakan fakta yang dilihat, didengar dan
dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materil sebagai seorang saksi, sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg), sehingga oleh karenanya
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat,
diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya t
idak harmonis;

2. Bahwa penyebab terjadi percekcokan antara Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat divonis oleh dokter Impotensi sehingga

tidak dapat memberikan keturunan, dan puncak dari percekcokan
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antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September

tahun 2022 yang mana Tergugat berbicara secara lisan berbicara
langsung kepada ayah penggugat mengucapkan kata talak cerai
dikarenakan tidak mampu memberikan keturunan dan diiyakan
oleh ayah penggugat sehingga setelah selesai mengucapkan
kata talak tersebut Tergugat pergi meninggalkan penggugat ;

3. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
tinggal bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih
kurang 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama dan saksi kedua
yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah bersesuaian antara satu
dengan yang lain serta cocok/relevan pula dengan dalil-dalil yang dijadikan d
asar gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dari dua orang saksi
Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi Ketentuan Pasal 1908 BW juncto
Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis “P” dan keterangan dua
orang saksi yang diajukan oleh Penggugat 5bagai berikut;

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah telah meni
kah secara sah pada tanggal 18 September 2017 di yang tercatat di K
antor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Musi Rawas, yang
merupakan petugas pencatat nikah di kecamatan Tersebut, dengan K
utipan Akta Nikah Nomor xxxTertanggal 18 September 2017 dan
belum mempunyai anak;

2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak
harmonis;

3 Bahwa penyebab terjadi percekcokan antara Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat divonis oleh dokter Impotensi sehingga
tidak dapat memberikan keturunan, dan puncak dari percekcokan
antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September tahun
2022 yang mana Tergugat berbicara secara lisan berbicara langsung

kepada ayah penggugat mengucapkan kata talak cerai dikarenakan
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tidak mampu memberikan keturunan dan diiyakan oleh ayah

penggugat sehingga setelah selesai mengucapkan kata talak tersebut

Tergugat pergi meninggalkan penggugat ;;

4 Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ting
gal bersama hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 1
tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosopis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai
dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih
kurang 1 tahun 4 bulan, masa selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan tersebut
adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu
tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun
kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Hakim
Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-
benar berada dalam perselisihan yang tajam (syiqoqun baid) sehingga
keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tanggan
ya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila
Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan
sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim Tunggal
berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan
berkepanjangan tidak saling mengurusi antara satu dengan yang lain,
sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah

mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan per
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kawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim Tunggal adalah sutau h

al yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;
Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap
dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, kedu
anya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurusi antara satu dengan yan
g lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari ma
syarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi
anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing
di dalam masyarakat dimana meraka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah
tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan
antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang |
ama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat
lingkungan dimana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat
pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;
Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu
ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan
manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada
mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah fighiyah yang Hakim Tunggal
ambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini, yakni :

tdllasll cd> e p 2so awlaa]l )
"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*“

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di
atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk
membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak
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terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan

fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (broken marriage)
dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah
tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah
mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai
dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum
Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya
gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini
diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya
sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap kepersidangan, ternyata tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat

(XXX);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp244.500,00,- (dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus
rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama
Lubuklinggau pada hari Senin tanggal 12 Februarii 2024 Masehi bersamaan
dengan tanggal 2 Sya’ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. Nusirwan, S.H., M.H., ya
ng ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai Hakim
Tunggal, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam p
ersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta
dibantu oleh Rufi’a, S.H.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

XXX

Drs. Nusirwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

XXX
Rufi’a, S.H.

Rincian Biaya Perkara :
1. PNBP = Rp. 80.000,00,-
2. Biaya Proses = Rp. 100.000,00,-
3. Biaya Pemberkasan = Rp. 10.500,00,-
3. Panggilan = Rp. 22.000,00,-
4. Meterai = Rp. 10.000,00,-
5. Pemberitahuan = Rp. 22.000,00,-
Jumlah = Rp. 244.500,00,-
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